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1.1 Latar Belakang

Kegiatan Penatausahaan sangat penting untuk mengelola keuangan daerah,
Penatausahaan merupakan Rangkaian Kegiatan yang meliputi Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang
berlaku. Dengan adanya kegiatan Penatausahaan ini Pejabat pengelolaan keuangan
daerah jadi lebih tertib, taat aturan, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan adanya bidang penatausahaan tersebut dapat
meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran keuangan daerah, semakin bagus
pelaksanaan Penatausahaan tersebut dengan mempertahankan sifat transparan dan
dapat dipertanggugjawabkan maka akan semakin sedikit terjadinya penyalahgunaan
anggaran tersebut yang berujung korupsi yang merugikan Daerah tersebut.

Pembukuan  merupakan salah satu  kegiatan penatausahaan yaitu
menyelenggarakan pencatatan terhadap seluruh’penerimaan-dan menolak perintah
pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, kegiatan
inventarisasi berguna untuk melaksanakan pengumpulan data kepemilikan aset dan
mengatur serta menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayayaan daerah kecuali
Sertifikat dan BPKB. Selanjutnya kegiatan pelaporan terhadap kuasa BUD terkait
Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan Surat Perintah Membayar untuk bisa
dicairkan atau tidak.

Tata tertib administrasi yang berlaku di penatausahaan tersebut harus dipatuhi



untuk menghindari dan menimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab. Adanya sistem penatausahaan yang baik belum tentu
tidak ada terjadinya penyelewengan kekuasaan, dengan melakukan Tindakan
penyalahgunaan anggaran daerah tersebut untuk keuntungan pribadi. Seperti contoh
daerah Semarang yang mantan Bupatinya melakukan Tindakan korupsi dana kas
daerah pada tahun 2011 yang seharusnya di pakai untuk bantuan Pemda, walaupun
sudah ada tata tertib untuk melakukanpencairan dana tetap masih adanya
penyelewengan kekuasaah,‘ untuk ‘itu dibutuhkan kesadaran diri untuk melakukan
pengelolaan kas daerah tersebut.

Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh BPKAD tersebut sangat
penting karena menyangkut keluarnya uang kas daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan
ketelitian dan kepatuhan dalam pelaksanaan anggarab agar tidak ada yang dirugikan
dari pihak manapun baik dari pihak Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan
maupun pihak pemerintah sebagai penanggung jawab atas Amanah yang diberikan
rakyat untuk mengelola kas daerah yang ada dengan sebaik-baiknya.

Seluruh dana yang dikelola oleh kepala daerah selaku kepala pemerintahan
daerah digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah daerah baik dalam
pembangunan dan pengembangan infrastruktur/non infrastruktur pertumbuhan
ekonomi, belanja subsidi dan berbagai program pemerintah daerah lainnya.

Setiap perusahaan maupun instansi pasti melaksanakan pengeluaran. Dalam hal
ini pengeluaran yang terdapat di suatu instansi terdiri dari Uang Persediaan, Ganti
Uang, Tambahan Uang dan Pengeluaran Langsung atau Belanja Langsung.

Karena prosedur penerbitan SP2D sangat dibutuhkan untuk dipatuhi dalam



pelaksanaan APBD. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui
tentang bagaimana Prosedur Pengajuan dan Penerbitan SP2D pada Penatausahaan
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas
Akhir ini penulis mengambil judul yaitu
“PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN SP2D PENATAUSAHAAN
DAERAH PADA BPKAD KOTA PADANG”.
1.2 Rumusan Masalah ‘
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas,
dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Prosedur Pengajuan dan Penerbitan SP2D pada BPKAD
kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan magang ini adalah :

1. Mengetahui Prosedur Pengajuan dan Penerbitan SP2D pada BPKAD
Padang

2. Mengetahui'Pihak= Pihak yang berkaitan dengan Penerbitan SP2D pada

BPKAD tersebut.

1.4 Manfaat Magang
1. Bagi Penulis
e Mendapatkan pengalaman tentang kodisi dunia kerja di BPKAD.
e Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama

perkuliahan ke dalam dunia kerja



Untuk menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai
pengembangan ilmu penulis mengenai Pengaruh pandemic

terhadap lingkungan kerja dan kinerja karyawan.

2. Bagi Instansi

Dapat membina kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga
pendidikan.

Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa
magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh
instansi.

Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang

bekualitas.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan dan
mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan Prosedur
pengajuan dan'penerbitan SP2D.

Mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dilakukan pada
saat sudah bekerja dengan kegiatan ini mahasiswa mendapatkan

persiapan sebelum memasuki dunia kerja

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis memilih instansi tempat magang yaitu

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang



yang beralamat di JI. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 32374, 32377
Fax. (0751) 33996, 32394. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis
menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Maret dan

April 2022.

1.6 Metode Pengumpulan Data
Dalam menyusun tugas akhir-ini-penulis menggunakan beberapa metode
atau upaya yang dapat penulis jadikan sebagai pencarian pembahasan yang

dilakukan nantinya, adapun metode yang akan penulis gunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan cara membaca dan
mempelajari buku yang berhubungan dengan topik pembahasan Laporan
Tugas Akhir ini.

2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada
perusahaan/badan yang ;menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh
data yang diperlukan dalam penyusunan, serta mempelajari data yang
berkaitan dengan pelaksanaan magang pada BPKAD Kota Padang.

3. Pencarian Data Melalui Internet
Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan
pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

4. Wawancara terhadap Karyawan atau Pegawai



Mengadakan tanya jawab kepada Pegawai yang bekerja di Kantor
BPKAD Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan

kebutuhan data penulis.

1.7 Sistematika Laporan

BAB | Pendahuluan

Bab pendahuluan. ini. terdiri dari Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat dari
Penulisan Tugas Akhir, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan

Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab landasan teori terdiri dari Pengertian Penatausahaan
Keuangan Daerah, Pengertian Prosedur, Pengertian Surat
Pencairan Dana, Pengertian Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), Pihak yang terkait dalam penerbitan SP2D, Pengertian
SP2D untuk 'Belanja-Langsung (LS), Pengertian SP2D untuk
Pengeluaran Kas Uang, Persediaan (UP) Ganti Uang (GU) dan

Tambahan Uang (TU).

BAB Il Gambaran Umum Instansi

Bab gambaran umum instansi berisi tentang uraian gambaran
umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Padang, menjelaskan sejarah berdirinya,



tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Bab pembahasan berisi tentang kajian yang lebih mendalam
tentang “Prosedur Pengajuan dan Pembuatan SP2D pada
Penatausahaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”.

BABV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan
dengan menarik kesimpulan serta memberikan saran yang

relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.
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